’ BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
Nomor : 2{ TARUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 05 TAHUN

2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
" Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros ,
maka perlu segera dilaksanakan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf “a” di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tk Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. 3041); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor, 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan pemrintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2007 Nomor 1);

16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);

17.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2010 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 05 TAHUN
2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAS DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS.

Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten

Maros.

Pasal 2
(1) Menunjuk Asisten Administrasi Umum dan Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk menaadakan/mempersiapkan sarana.
pendanaan dan personil dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
(£) Penaisian personiyiapatan sepadaimana tercantum aqalam rerawran vaeran

dimaksud pasal 1. aaar dikonsultasikan denaan Sekretaris Daerah dan hasilnva




Pasal 3
Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten
Administrasi Umum, kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan
unit kerja terkait menyusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan Pertamanan dan

Pemakaman Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 16 Agustus 2010

Diundangkan di : Maros
Padatanggal : te Agustus 200
SEKRETARIS DAERAH

N

ir.H.BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029




